BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SERTA
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN

Menimbang

Mengingat :

a,

|

SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI SAROLANGUN,

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana
Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menectapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa serta
Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Kabupaten SBarolangun
Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang
pembentukan  Kabupaten  Sarclangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor B1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54935j;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 /2018 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1838);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barolangun Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarclangun Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SERTA PEDOMAN UMUM
PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN
ANGGARAN 2019,
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penye_l&nga_ra
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa yang disingkat DFMD  adalah

10.

Il.

12.

13.

merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan
Masvarakal dan Desa.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilavah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat sectempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yvang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalah dana yvang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk  mendanai  penvelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan, dan  pemberdayaan
masyaralkat.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak wvang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

. kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pilemerimah Desa adalah Kepala Desa atau yang disecbut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Perqbangunan Desa adalah upava peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa,
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Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upayva m&nge:;bangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kﬂmmnpuan,“kﬂﬁadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kehua}:an, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujul
oleh Dewan Perwakilan Rakyat,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang se:lanjptnya disebut
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam)

tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan
dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan
Dana Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang
khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang
dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).

Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan
ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan,

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi
dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan
menanggulangi kemiskinan,

. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, vang memiliki

potensi  sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ckonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya
peningkatan kesejahteraan masvarakat Desa, kualitas hidup manusia serta
mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena
masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga

tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ckonomi, dan
ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
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BAB I

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sarolangun Tahun
Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi; dan

c. Alokasi formula wyang dihitung dengan memperhatikan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar sctiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,
dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah
desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden
Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019,

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
vang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

[2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenail Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c,
dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari
kementerian  yang  berwenang — dan/atau lembaga  vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2} Besaran Alokasi Formula setiap Desa schagaimana dimaksud dalam
Pasal Ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% {lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {{0,10 * Z1) + (0,50 * 22} + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF

Kabupaten
Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
21 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total

penduduk Desa Kabupaten Sarolangan

el
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e —

Z32 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa Kabupaten Sarolangun

Z3 = rasic luas wilayah setiap Desa terhadap total luas
wilayah Desa Kabupaten Sarolangun

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
Sarolangun

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Sarolangun

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten
Sarolangun Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 1 vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB 111
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1} Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari
REKUD ke RKD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu
ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap Il paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu
keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan

c. tahap Il paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh
persen).

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud
pada ayat { 1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
Dana Desa diterima di RKUD.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk tahap pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa
tentang APBDes Tahun 2019 menggunakan aplikasi Siskeudes
berupa dokumen fisik (hard copy) dan dokumen elektronik {soft
copy).

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas
disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi
dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala
Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.

c. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen
vang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat vang
telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk
sclanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.
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Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk tahap Il
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berilout:

a. Masing-masing Kepala Desa menyampaikan dokumen laporan

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya menggunakan aplikasi Siskeudes berupa
dokumen fisik (hard copy) dan dokumen elektronik (soft copy).

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas
disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat menelitt dan
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi
dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala
Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.

¢. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen
yang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang
telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk
selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk tahap III
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Masing-masing Kepala Desa menyvampaikan dokumen laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II menggunakan aplikasi Siskeudes berupa
dokumen fisik {hard copy) dan dokumen elektronik {soft copy).

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas
disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi
dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala
Dinas PMD Kabupaten Barolangun.

c. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen
yvang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesual syaral yang
telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk
selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.

Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap [ dan tahap Il secara

bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Untuk tahap | dan Il masing-masing Kepala Desa menyampaikan
Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 menggunakan
aplikasi Siskeudes berupa dokumen fisik (hard copy] dan
dolkumen elektronik (soft copy).

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huraf a diatas
disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi

dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala
Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.
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¢. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen
yang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

d. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang
telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk
selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.

e. Untuk tahap 11l berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap Il. Dokumen laporan tersebut disampaikan dengan
melampirkan rekomendasi dan pengantar dari Camat, kemudian
Kepala Desa menyerahkan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten
Sarolangun untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati
melalui melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sarolangun.

f. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas
disampaikan kepada Camat, selanjutnya Camat meneliti dan
memverifikasi kelengkapan bahan dengan membuat rekomendasi
dan surat pengantar, kemudian menyerahkan kepada Kepala
Dinas PMD Kabupaten Sarolangun.

g. Kepala Dinas PMD membuat surat pengantar terhadap dokumen
yvang disampaikan Camat kepada Bupati melalui melalui Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun.

h. Kepala BPKAD memproses penerbitan SP2D sesuai syarat yang
telah ditentukan dan diserahkan ke Bank Jambi untuk
selanjutnya dicairkan langsung oleh Kepala Desa.

{8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap Il sebapaimana dimaksud pada ayat (6) hurul a dan
ayat (7) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ayat (6)
huraf a dan ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(10) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
tercantum dalam lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ©

Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan
Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah 30% untuk pembayaran Hari Orang Kerja (HOK) dihitung dari
jumlah Dana Desa vang digunakan untuk membiayair kegiatan
pembangunan Desa;

2, Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga
kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan
lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
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3. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga
kerja ahh serta tenaga masyarakat Desa setempat;

4. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan
batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah Desa dengan mengacu pada standar Harga
Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019,

Pasal 10

Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan
harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan
bangunan serta upah pekerja di desa dapat menyesuaikan dengan
standar harga Pemerintah Kabupaten Sarclangun Tahun 2019.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 11

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga
Desa tanpa membeda-bedakan.

b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa vang lebih
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa,

¢. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3
{tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan
kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota
dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa
yang dibagi rata.

d. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.

e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta
masyarakat Desa.

f. Swakelola: mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.

g. Berdikan : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan
mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan
pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyvarakat
Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di
wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.

h. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayvagunaan
sumberdaya manusia dan sumberdaya alam vang ada di Desa
dalam pelaksanaan pembangunan vang dibiayai Dana Desa,

i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan
ckologl Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan
kemajuan Desa,

(2] Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa
dan pemberdayaan masyarakat Desa dan dituangkan dalam rencana
kerja Pemerintah Desa.
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(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat digunakan untuk membiavai pelaksanaan program dan
kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

{4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

{3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

(6) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), diharapkan dapat memberikan manfaal sebesar-
besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup,
peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta
peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

(7] Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara
terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan
kabupaten.

(8) Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan sebagai prioritas
kegiatan, anggaran dan belanja desa wajib dibahas dan disepakati
melalui musyawarah desa.

(9) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan
pemberdayvaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh

Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik vang
dapal diakses masyarakat Desa.

(10) Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan
Dana Desa kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-
dokumen sebagal berikut:
a. Perdes tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul

dan kewenagan lokal berskala desa.

b. Perdes tentang RKPDesa.
c. Perdes tentang APBDesa.
d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang
pembangunan Desa dan pemberdayaan masvarakat Desa tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban scbagaimana vang

dimaksud pada ayat (1) adalah membuat Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa, dengan melampirkan berkas

antara lain sebagai berikut ;

a. Rencana Kerja Pemerintah Desa (REKPDesa) menggunakan
aplikasi Siskeudes.

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB] menggunakan aplikasi
Siskeudes.

¢. Surat Perintah Pembayaran (8PP} menggunakan aplikasi
Siskeudes.

d. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara.

e. Foto Copy Rekening Giro Desa.

f. Foto Copy NPWP Desa.

g. Nota dan Kwitansi pembayaran/pembelian.

h. Bukt setor pajak.

i Surat Keputusan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
iTim PPED).

j- Foto dokumentasi kegiatan dana desa kondisi 0%, 50% dan
100%.

k. Berita acara hasil musyawarah desa dalam penentuan prioritas
penggunaan dana desa dan daftar hadir musyawarah desa.

l. Pernyataan Komitmen Kepala Desa dalam Penggunaan Dana
Desa.

m. Pernyataan Kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan
pekerjaan Dana Desa,

n. Dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat
kepada Desa atas lahan/tanah yang digunakan untuk kegiatan
pembangunan desa.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana ayat (2) yvang asli
tetap disimpan oleh Kepala Desa dan foto copy disampaikan kepada
Camat.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut disampaikan paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak Dana Desa setiap tahapan
disalurkan dari RKUD ke RKD.

Pasal 14

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penverapan dan
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati
melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten Sarolangun dan tembusan
kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas :
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a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala
Desa.,

b. tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa,

c. tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran
berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian outpu! setelah batas
waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dan ayat (4}, Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran
capaian output kepada bupati melalui Kepala Dinas PMD Kabupaten
Sarclangun dan Tembusan kepada Kepala BPKAD Kabupaten
Sarolangun.

BAB VI
SANKSI

Pasal 15

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
a. Bupati belum menerima dokumen peraturan Desa mengenai

APBDes Tahun Anggaran 2019 dar Kepala Desa untuk tahap I atau
menerima laporan realisasi penyverapan dan capaian output Dana
Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa untuk tahap II;
b, Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
¢. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap [ tahun
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnyva.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II,
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan,

(4) Dalam hal sampal dengan minggu pertama bulan Juni tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnva masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD,

15} Bupati melaporkan Dana Desa yvang tudak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada avat
(4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
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(7T} Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa,

(8] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penvaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 16

{1} Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :

a. dokumen persyaratan penvaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 avat (1) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnva kurang dari
ataw sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2} Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai
dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

{3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud
pada avat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa,

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan
mengenai Dana Desa yvang ditunda penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan
APBDesa tahun anggaran berikutnya.

{5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di REUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun
angegaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum
minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap Il yang
belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku
KPA Penvaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu
kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan,

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) buraf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen),
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(2) Pemotongan penvaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan pada penvaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnva.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penvaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Pk dan Dana Desa.
BAR VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1.

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum dan
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten
Sarolangun Tahun 2018 Dana Desa beserta perubahannya; dan
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Sarolangun Tahun Anggaran 2018;

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlako pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten
Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 2 Janvuvami 2019

| ‘_‘[Bum SAROLANGUN,
|

.-:| ] i " “
RIS CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 2 Jasvar, 2019

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN SARQLAMGLUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 3



e

LAMPIRAR | PERATITRAN BUFATI BAROLANGUS } ; 0 AR ,

woMOR {3 TAMUW 2018 1P s Al

TANGGAL E JMAM ey 2019

TERTANG

CATA CAEA PEMBAGLAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SERTA PEDOMAN UMTH PERGOUNLAN DANA DESA KABTPATER
SARGLANIUN TAMON ANGRARAN J0i9

EABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN ANGOARAR 2019
Alokayl Formsls
AT 0 L, _H-L%L_Juﬁm_ SIE TR
Be | Kosmmuiss Hams B Adapmnh Dasir prarn e PR [ —— P Anaic Indsks Tobsl Adprmni Dena
Adtrmani S - Luas i Lissn
e Rl . Babor Pendwiuh | Teodoin i Wilnrah ol Mkl [C— Rrmadilae -y Bobot Frormnin
e T ] ] : ] ™ i o = [y gy 72 Tiw i TR | ES3 B rime
= ity Akl | Toan ek, T2 AT _I&hﬂ"_ ] = i0T]| _opea] | ou00s =5 D.E}]_ﬂ-__ ] : 13| 003 | Whnuisi|  Looew | moned | DyMn | GRe vaSan
T Blatiy Asail T_,-E Hilir i 077 431 [Tertingd ]| : [E] 0,00 0 ] T i 1T ey il I 1 Qooen [ ooogd | OO | s0T) 8 S0
1 Wetmng As | Fkit Desari B672.431 |Terin . 1 G| 00ni ] 0,003 | 21 RITal | G006 | GA,AT72Y| 00107 o0037 | W0eAT | ja|a00.2100
b atiagg asal | Tambek it TEFRET 'Eth : a48) 000 0,000 | 0017 | o | SASEIES Gt | hHKIG | SupRaes] 0 AU | oy0dn | ahaee
A 072421 [Tertingm_ . A i 0,000 1] oo 0027 | G [F] oz | penres] 00007 opng7 | Bouad | [3nsisas3)
GT2a21 [Jertinggn 4 [T (e :a| (YR e e | 0001 | Enanagel 00t [Thimas | pods ] ieea 93l
072431 [Heriingga : ] [PRL e 0 Oy 571 O moniy | 20 5 (R ] 5 | DAL | jaieanAin
72421 |&Kan 1'|-rr1r_|'u|:l_l - Ly (LR ] 0,00a L0005 B A5TAY ELL '_I:IIEH fif, TTH 1 S0 QKNS _,_u'.w | GE T
672421 E?fw 13130 opost 0,000 DI _| S0,00017 BHITS | alnusast|  Dooed | ounin | RS3 |1 pis e |
072421 |Sangat Temi . Ly 0,000 DO017 | IEOTIE| poood | 00009 | 43, oces| 00007 17 | OO0E0 | 137 3000 |
iy JEriy Y231 [Teriinggn : i3l o s e KIS | aB TGR3S| 007G | Dunln | NS | Ro137 Bdedi 3
13 [l hati | £t Bart s Jo—BTAARL Plertingal = L4 LA LFELE I 17 5] | : I, MM m]—“—m L VIS ] pRnov i avAs | BJTde0ion |
LA stk [ﬁluhmmu - T2 a2l "I'|-L|h_1.u 3 ID;! RFE L] 52 D033 ah TUDGL] 1 ._u'.&' 45, 10515 00T T _ﬂ&_lﬂlﬁ'li'ﬂ-
19 (Bl iy hmti |FWOD ropgenbane | D72 421 |[Sanger Termingmal ayal Dol 0000 5 TN R TESR MR M TE R TN T ) Y LT | _0,(MI3 | e 1G7
10| By, As WS Pomial 073 #3] | Trrtinge ] D0 0,00 ] DHIs | 8846138 7 | nomz | ngezow| 0008 | oonzs | 0005 | jedayaTend
10 [Deinag naal o1 s 672421 [Teriinggn: § IR F] T e L IHLET 4 miwes | 00000 | o aemel G600 | nongd | 0046h | 177504654
7_|Berigg Asai [Pymibenfing | 673431 [Sangar Temingd + - 0] 0.0 o T Rl o R LT Bty | L. L LER LR
H[Befinp Ame Lyt Bang 6373421 Trreimpgal i : =T 0,000 35| GoIe] | poos) | 9573501 oooes | O000T | sicaen|  O00er | opozn | 00081 T4 1, 1
3 Penag Asi|Fdnael Py sn&:%._ T D,D'.IJ_; 00005 1| noond | o031 | g3 gamn] no00an | Do09e | 7.000%1] 00w | 00005 | 00405 | [40056,7407
| o) |Paluag Ases  |Sengul Bembak o DTAHEL [eriinganl . 1 L 0,000 BE 1,040 111 30 4141]  pHEEA L] 51,70 nooiy | ooz | 05T 4, HAA
28 |Meeang Amia ool b Salinki B BT2.u2] in 4 o i 1 0000 00024 ] 1 13, [k 48672531 L. [ 19 058 | 55664,301 7
11 _|Bsraag Anad [Pyl Sulnk [P ] &Lﬂ 31 7 (L BT} Do | 14 L T o [T TP L, TR
2] | Eoalnag Anal | MUK Clban 672421 |Terimpme) i - Ulisl 00060 0,000 T oonal | nongl | #0040 71| 0.0011 %] 00085 | oM | 00055 | ] S5e4E e HIT Anh. 000
i 2 Famin Ky G221 % ] o 0000 13 | oooos I w07 o130 [ G00H 155 yobesl 60055 | o001 00045 | 06606090 | TH{.082.000 |
L Pansan T h7RAjl [Berkeinlnig ; TR 0008 0,000 ] 13 T 0T BO01; | Jadsis] opoe NHA | 00037 | BEd ieAG (LK
balk Beclivi G724 . CIF 0000 3| Doted | ooy | 210507 D00R3 | 00013 | dehares| O DM I3 | 00REs | jsaua,nans RN
it higa % : L1a] oo 00| B54| 0067 | in0ES | fenieed | moit | oyonim 1A enoar|  onosn | oonis | oooks | CIEEGaaRaG | HS TR KK |
- 71, - ; - [N Bl n0018 | B00TIE ] 0 00 | si0iesy] 00070 hineh | 000 a1
5 1 ¥R U_.Wa LRV 1] “.m 1] 1 i1 {H113 20,0503 _,_':'E'" polz | O0ass FTT26 AT
0,004 [EIEAIT] Bl LT | Wi | 63, 1677 dhobiRr | DKIIG |38 REYED s | oo0rs | gath BRas B30
GT2. 431 a ELE ] M a L} | Ml 1P USAT BoLgn F.m A30TET] D51 AL ':'..':'35‘: AfE 4T aE.IG'I.EIII
1145 1l D..l.'ﬂia et LR LT, g.m:m LA ﬂ_l.@ hﬁm A5 BEIGE E&!}_&E INUE EEE TATHT BENT Lz, 8 ﬂ
714 i uﬂ_i 0 1,000 I3[ oo |, 35,0603) no0G) | 000G | giageds] 0001 | niegn | 0000 | mRoksT4ad
i ad | II - Thu .00 i H-L 10025 B2 SHIRA| b I08 (NN 5, Dl LU I 1HES 00 VA0S, 27T :
673 83 . 77| noool 0,000 Fra] T 197170 onae | DMes T ORELIS]  oomEd  Tonnil | eoori | 1ause00113 AT
G763 | - Al o000 P05| 00047 | 00023 | TRI7AB] pyiias | 00D | 54.517m4] 0085 noag] | OUoss | 1Rgang gend A5 L6000
B73.831 o T 0 o] nooin | noooh | ksG] n] | Db IUIE|  CUWRD | b0 | Doodn | jneldz 2o T, Bk S
3431 et [T 0150 gz TN T ] T " I ogain | 000l | anees e ]
670421 7l : FOANTG o [ T TR ] g  DUGT  [noody | GO0GIT | ERehS A3 L
5753 431 Fleriinggal 5 - B o BT L T T ) T AT T T T T 73 3 T
TRl (B 7 : T I TEATY FifE] 000 §ITOIABE] fogme | 00049 | o midv]  DOMIGH ot | B0idd | EHiTe 4 1s 008
[AFEF]] 1 il 7il Dmei i 48] o) o011 | ahARRRL malin | 00007 | enetedi]  O0HEE | oo00n | GuieEn | Tiasiee e
BTl - %'_D& (YT 13 67| annen | 31903431 nansa | 00000 | angEani  Boohs | opois | (h00An | EERITG ST
myus | Ltars Penjang B724d1 i : Jrhe] motar | oUEEd Dyt | A5 TGHNAT ona] | 00002 | G eesn CTET I R O T T e
A Sscoangun (Ui Tarslag T hrgAdL | i . TAE} o GO0 17| 00007 | g | Leenal nodes | (oo |31 16773 THis 00002 | M | Go5iE aE i 7]
o5 | B wn | Paril 672421 [Berkembang | : 197E] o078 O pa] oneas | pamg | SEEIaa] o 00000 | maoidss] 00050 {1,000% [ O T



OO GaL 18 | @b LECOIT Tioon WElOS AT Io TEF ELT T
EEERt] Eart 3 _[5 ks Tt G N Ea] | G
DO LR W1 1EE9PEEL E ] TEFELl TUTIy| OO
[ ] [ ¥ Oy ey
R L TR, T4 _|f [ Lam: L
OO LT Tl SECLL TLEIR [ D31 IEFEL TR I
i E" 13 Treg BUm G| WpuApEn
GO0 e LW LEPT FLOGR] IF | IEFEL Ol IOy U,
TG (| Bh 73 TFr FL T T ]
(M AEE OTR ETLE LOOEE] + o | LEV LA (LT
EL!EEEE GERE SR BE] [ 53
U [ T EA o] 1 A 1
T GOG| PEOBT 3 L [ErELY B OTOTHI|  cIp U],
AT Bl E ¥ ]
COHI L FE WL WIEnU SEEE 1 PSSl (Fr D TpnRg Faeg A
T B L7 [ ] EHITEEITEF‘EIF__
IR 5E0 ERL | GhlEaEearl RERGLa | (PR ELe Ty N ER g
T Sk #ER HEED PIRauaL 16 B0 L L
Iﬁﬁu':u L0 & (] i JTIE il
THET L5 Lhld =gl [Er ad 1 Ng ST
W A R AT T A T e L
[T 1 T T i TR HoRpie|
W‘m' wenLan AL TReEDS T~ AT TATRIN | TR
1’ FIELL - T, [ITTWETIRD: (111 o T 1T1E] ROTL R (=T L
CON BTl s iTIE % i'ﬂﬁTu‘:'l II!!b : Kiiieg) gy
CaH) G55 GLE0L] T imgieidg| bk wling Bujin{fiiy] ERdSwbun
THAT CFE L (=] T 5] EAL TP (AR UM H|
T 60T LF U LRBEPSL & PONIIIAL] TEF LT R e BT ]
il A% L] [ [T '-"""Z!;;.l.'.'l.iﬂ i T i7g] STE O T
L] L TETRE CEO0D | PaiER 11 s R (B | TR Ciy T AR
DO ELE [TH TEHE OBEEL L w E I m-'n']
BT Lo £ el BEL WLt ] | FFT] I-JH.I'-.H.! i W[ LB TR
O L6 ELR T - (] | B[ irrELa “Tia TR e T
SR T FLOEOLPRE | ELfal O |PhurE L eRE1IE__ |6 R T uilieg WAL B
GO0 L LH UEE FErEl [F =T I; = Ty 7T g Ui
R T BTATE | 0 G| SEFELD Thilwegh
IR GH='0 | [ ACTHIED T Ll TAELL
OO0 O0L ThE | SEELER VELH # el (o7 el T [
OO G0 Lo S5 LEO0T TToh 8 LT
e 3 BEFET &1 [ oion | Tl i VT iR
[Ty L ESEFEL Rl - ‘E TnsEL| [EFELD HEKi AAL R |
T, TS0 CHIENLF I TAE 1 LE
LSRR A HITH [T SOOI T &
[ S11L 601 Rl LN B
“TRO EOr I - 1
[ Tean CO00T - 3
i VO WELLT —% - W
[T [ [ - k
LT —T T mw ———
Lrp Tl [T BEPER |
GO LT 8 B i PO G = |q|
OG0 TG Hee LT WELGAE %ﬂ‘ AL : E
THHI T SE Sht LG REEAT] | oo | =
THHI EOC L o DTy BT -
hik CTIOE LSAuR] | Weoo D | B | ] [
D e 1S Tk FELOE] ]
OO0 3 L 2% THSE GEEDTH By | %F'T___ E
R REL 118 _E'ﬁi?'ﬁ" 1 1
[ 0 LEw b LG BO0LLT Tiee ¥
B AT - s
T TenE e
ey Y | WA
s e L B

[ wnpnpmgawmer




Elekklsklslelslshelelakl<tslalelalelelelals e lalabalall |l badaletelelalalalole o e e labe b hnliabnliata o s |~ 2 |



I-II"_E'I;I | s .|'_“|-l\..| Al e w Y ".'E"_I-

-] Alokasl Farmuln |
Jumlah Fradwink Jumlsh Feadudus mg
Milua Plonnt Dwsn | Dwall | Abodonsi G A | Pagn Duns Duis pe)
Fe. | Escamaiza Humaa Down Alrtminl Tranar — N i —a Lz e | e S e i Nadals e Tabal LA LT Daan
Pesdudsh | Fesduisn e v e e iy s
=] e = S .
3 & il ] ] T ] I A L iR i T T I T
108 |4 it dom i TP Herioeish ! - P I ey Al apcgl | 9 TR
IO |ier Hilomy Hesuaning A7 A1 [Teriings 31 FITELC] FIES ) [RT) 00004 | IRHOTA, 1133
["iow [ e Lia tuk Kepiyany 572 43| |Berkenibary i . LETA| o.0072 | 00007 236 00017 5
0 |uir Hites | Peryiang kab TP EFTRETS ] ia (TRTFE] ETF] o 0,0117 | 233740,7
0 |der Elitass Menioval Ul 472471 |Be ] | BOILT T e [, [H1
1 sz Bt ek Sk TFEN & ndan Deas 74 50084 10 | 703
2 uriinas —|Labuk jer 7 | Tertinggs %t 3 I 1 T 133 T e rase —
672471 |Berisril T a 3| 0,0L46 0,D015 53 0,000 A70H TRES 053,350,000
173 i.l - fgd]  noogs 16000l T U018 [ TURLB.Gda0d L 734,330,000
T 4| [Tertings [} : Ldd| 0068 | 00T | L s
¥2 41| |Berks FIl ; DA, il | 36 : Al
T A1 [Tertings 4 i 7 gﬁ | i | T84 1
A21 [Terin [ Lii 0,000 | ) L THO 3L
.:l Beris "l pake 2 m?tus'.r a0 451
r ¥ 5% 1] T}, 001z 1 .
T4 '| i 4] % EE:IE [Tree] % 518D ""'T| 2 o0od
FaAdl {Teringgs I % i3 | ITEI08ATE | G
il H’ 514 o.0d0 | 0,000 = | 13]048,5007 | L
EXvmiET 3 T i 50 NI 3
GFadd] (T & : Bl L 1, 0L ] B50. 20,01
1R Trriinggal - i | 0,0004 BTET .[HH)
el Aidnih’ 3 " GyIHELL QO ET RN B34
ET2 41| |Berikemity a . 157 ouosal | o00la [ *1mmﬂuﬂm
727 [Parkemh 2 5,010 aae | ¥ aaTls LFN Pl o
£74dl jBerkem L 8018 | oitl [ 0,0018 [ Jecasiarn | LOSD.3T0.00,
sl AL o 8Ll e 50006 2778315 1 04N, |7 I-%
72 4] |Berkemiban i : B0 AHATH,T 7]
Y2431 |Berkemb ) A28 00135 [N IT 1424075 3848,
T 4d || ek - [ Ak [ HH: ' 1 o
ET2 431 |Teril ] : 1 [ r
T2 4 Feor ke intwin - # % T 1,511 12008 000
137 _|Blngh lmpang Nbung 7343 | |Terting T " T BN AXAVE 1 I G0, 5800 |
[ECHETT Baikft Tigs 672431 |Berkem 5 . 5551] o213 0,003 1 s Tﬁ uaimu.m
137 “inghui Pegm Libmr ra Adl |erkamten I d
14, 72 471 |Berkembag 5 - o T T4 LT
431 |Berknmian 4 12758 d0360 .217.000
FINE 7 ; 31
0 Berkamb i TIAT [RERTD)
Pl LT R L;._.u '.'J - 21831 _ﬂhiﬁ_'iﬂ
] f72 431 |Beriermtan 3 03231 TTLA30
CHO i TerinEms LA6 L | EMLELA.00
TH m‘ﬁwfm_jmii GT2A421 |Teningg ﬁ L ";l Iﬁiﬁ%
145 hT2 Bt i g & [:T-H1] AGATLITIG imcldtd
£ %E |'r-=1uul'm'|_1éI T3 431 | Merkerrmbany ] no0ag | 1119545104 LT L)
Toeal ER0 190,787 | i | 36.838.748 | 138 709 #42.000

S e Sy PLRA L,
FELAL albLlT] KEBENAGANT
bl (o WARAR P G

et I il

k: AHMAD NASRI SH|
. NIP. 18871110 189741 1 004 |

e —




LAMPIFAR T  PERATURAN IIPATT SARCLANGLIR

woMOR AF TAEN 2019

TANOGAL 3 JAne w201

THENTAND

TATA CARA PEMBACIAN DAK PERETAPAN RINCIAN DAMA DEIA
BEETA PEDORMAY LML PENGEHIRAAN DARA DS KATUFATEN
BARDLANGUN TAHUR ARGGARAN 2019

APCRANH REALISAS FEMYERAPAR DAK CARUAR OUTIUT DAKA TERA

TARHAF., .. TRMLIN SNCCAR AN A015
PEWERINTAH RS ........
KECAMATAN ... —
KARLIPATEN SAROLAKGEN
JPagnu Dl N
CAPAIAN | WOLUME TAHRY I ] TERADS
Wik CRAIAN caeur | ot | e | OOARAR | FEALISASH) BBA L Copman | dERm | Do
LTPUT
E NS T | 1 L, H : g— ¥ T} I
[ FENDAFATAN
{ I Peosdapasin Tranaes
L3l Tmiwn. Coma
< TAHAF PERTARS,
- TAHAI' KIS
UNLAH FENBATFATLN
2
b
.14
213
N
231
| P T :
23 Hulsny Frobemdsmen Bavparakil
221 | Kl ...
AT Jdm.e i
2.4 Filang Praliasan Kriasysiaksian
fa.i Brafaitalia.....
143 | [ 5 | PO——
L Nelarg Tak Trrdugn
SR et
253 [ L
FIELAD DELASIN
a FRMRIATAAS
30 Tengeloaran Permrsiayann
A4 Tenyuriaen Modsl Dean
Ermciuu aleh
e, rangpal, bk, tnbin|
HEMIAL AR [, KEPFALA OESA........... .
| st | N —— |

ll:llii"-lDIJ'liUH'""E

FETURSUK FERPGINLAN

Lirminn
Koo | s dergan Kode Rekening sesual dengan AFBess
Koo 2 difsl detgan ursln pemianassn, belanfn des pembiauan Fung mengpunslinn Onnn Dess
Knim 3 diad demipn Ureian oulpt. Missd : Pesbangunas Jalen
;;uh-n-:nﬁ-mmjuuuummpqLHMWIMjmlmm“mﬂm:puLM.I.ln.l S0 meer
Koo B dird detgin o peogadian. Misal | soukelos
Hadum & duisl desgpan jurilalt aoggun
Kotnm T dads! dongnan junilas mealisasl
Kotom 8 dilsd dengan sellslh aniars anggaman dan ekl
Kpiom 4§ dils dengnn pereentoss cupalnn mestput denpm prrhiiengan s Berie
& Krgainn probangan ) peenciinceen ) pengemtangin Bali dilivang essuai prriemiangan pereeiesaan sl dilapangan (inmpirken S
b Krptatan con Bale lihilung Orrges i
- Poryeirmminn bering bers/Mernnghn sC0s Ker yang mens sser beliang, wisen, okasi, g s ssiran dnn anggarnn sebessr 30 %
- Undangan privksatsan keglalai, dafar gesera pelailhan dan Ronflinmes peogagar sdesar 5%
- Krgmian tela® trrisksin Srteur Bl
- Larpmitas ook nnd® Eegiman dan fon seoesar 100
Roksn 10, 11 dan 12 dalam rangka pefaksanmn program cash far werk yung disd hamm unsck kegpatan Dane Tesa padi
nkbaRg PeTIsgOnnn de ;
Kk LA diial dengan Kepsrangan. Wisal | Berspa munpun yang wiak werisbaans feusniiio

= Be . SR ————
1

3 LM [.u"-.i A

J M
 ——
- CEHK ENDRA
AHMAD NABR], 8H

FLP, BT 0 1Tl _J_

Ef;"rn-i % "|~~-I'Hhu_un';| Tnum’n ROLANGUN,




LAMPIRAMN 11

NOMOR 2

TANGCAL 2 Jawvae.,

TENTANG

PERATURAN BUPATI SAROLANGUMN

TAHUN 2019
2019

TATA CARA PEMBACGIAN DAN FENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SERTA PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGLUNAAN DANA DESA TAHUN ANGCGARAN 2019
PEMERINTAH DESA.........
KECAMATAN. ..o .
KABUPATEN SARCDLANGUN

Fagu Desa [ (S .
KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN BELUM PRIDKITAS
PEMBANGLNAN DESA PEMBERDAYAAN PENYELENGOARAAN PEMBINAAN
SARANA PELAYANAN UESAHA PELESTARIAN MASYARAKAT DESA PEMERINTAH DESA MASYARAKAT DESA
NG PRASARANA DESA SUSAL DASAR EKCHNOM DESA LINGELUNGAN HIDUP
HASIL HASBIL Has . HASIL HASIL HASIL HASIL
KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAR KEGIATAN ; KEGIATAN KEGIATAN : REGIATAN
YOI BlaY i VoL [AY A Vi BlaY
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PRIGRITAS FRIORITAS PRICRITAS PRIORITAS PRIGEITAS PRICEITAS PRIGRITAS
1
2
3
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR ‘3 TAHUN 2019
TANGGAL 7 Awupmrey 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SERTA PEDOMAN UMUM
PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2019

A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN

DESA

1} Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana Desa
aj Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana dan  prasarana lingkungan
pemukiman, antara lain:

1.

s

pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk
fakir maiskin;

penerangan lingkungan pemukiman;

pedestrian;

drainase;

tandon air bersih atau penampuang air hujan bersama;,
pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih
kerumah penduduk;

alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;

SUTMUT Tesapan;

. selokan:
10,
L
12,
13,
14,

tempat pembuangan sampah;

gerobak sampah;

kendaraan pengangkut sampah;

mesin pengolah sampah; dan

sarana prasarana hngkungan pemukiman lainnya yang
sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b} Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1.

DY DA P W

Perabhu (ketinting bagi desa-desa di kepulavan dan
kawasan DAS;

tambatan perahu;

jalan pemukiman;

jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
jalan poros Desa;

jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
jembatan desa:

EOTONE-gorong;

terminal desa; dan

. BAarana prasavana fransporiast lainnya yang sesual

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
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¢) Pengadaan pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;

2. pembangkit listrik tenaga diesel;

3. pembangkit listrik tenaga matahari;

4, instalasi biogas;

5. jaringan distribusi tenaga listrnik; dan sarana prasarana
energi lainnva yvang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa,

d} Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara
lain:

jaringan internet untuk warga Desa;

website Desa;

peralatan pengeras suara (loudspeaker);

radio Single Side Band (SSB); dan

sarana prasarana komunikas: lainnya vang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

th £ W@ bk

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial
Dasar
aj Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. jambanisasi;
4. mandi, cuci, kakus (MCK};
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
6. alat bantu penyvandang disabilitas;
7. panti rehabilitas: penvandang disabilitas;
8. balai pengobatan;
9. posyandu;
10. poskesdes/polindes;
11. posbindu;
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel
makanan; dan
13. sarana prasarans keschatan lainnya yvang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

b) Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan  sarana  prasarana  pendidikan  dan
kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;



[HINUT PERATURAN BUPATI]
buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini

lainnya;

. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;

. taman belajar keagamaan;

4
)
6, bangunan perpustakaan Dess;
T
8

w

. buku/bahan bacaan;
. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
0. sanggar seni;
10. film dokumenter;
11. peralatan kesenian; dan
12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayean lainnya

vang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
garana prasarana usaha ekonomi Desa
a| Pengadaan,pembangunan, pengembangan dan

pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian
untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala
produkti{ vyang difoluskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

. bendungan berskala kecil;

. pembangunan atau perbaikan embung;

ingast Desa;

. percetakan lahan pertanian;

. kolam ikan;

. kapal penangkap ikan;

. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

. tambak garam;

. kandang ternak;

. mesin pakan ternak;

. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian

(saprotan); dan
. sarana prasarana produksl pertanian lainnya yang

sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

T B RS - T T S S
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b} Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difoluskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:

1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah,
jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjermuran
ikan;

. lumbung Desa;

gudang pendingin (cold storage); dan

. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian

lainnya vang sesual dengan kKewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

B WK



c)
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f)

Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil
dan/atau  industri rumshan yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:
1. mesin jahit;
2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3. mesin penepung ikan;
4. mesin penepung ketela pohon;
5. mesin bubut untuk mebeler; dan
6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil
dan/atau industri rumahan lainnya vang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.
Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pemasaran vang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:
1. pasar desa
2. pasar sayur
3. pasar hewan
4. tempat pelelangan tkan;
5. toko online;
6. gudang barang; dan
7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya vang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
2. panggung hiburan;
3. kios cenderamata;
4. kios warung makan;
5. wahana permainan anak;
6. wahana permainan outbound,
7. taman rekreasi;
8. tempat penjualan tiket;
9. rumah penginapan,
10. angkutan wisata; dan
11. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
Pengadaan,pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk
kemajuan ekonomi yvang difokuskan kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:



. penggilingan padi;

. peraut kelapa;

. penepung biji-bijian;

. pencacah pakan ternak;

. sangrail kopi;

. pemotong/ pengiris buah dan sayuran;

. pompa air;

traktor mini; dan

sarana dan prasarana lainnya yang sesual dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

00~ O RN e

4} Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara
lain:

aj
b
<
d}
€]

f)

pembuatan terasering;

kolam untuk mata air;

plesengan sungai;

pencegahan kebakaran hutan;

pencegahan abrasi pantai; dan

sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya vang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musvawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam
dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi;

a
b)

c)
d)

kegiatan tanggap darurat bencana alam;

pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung
berapi;

pembangunan gedung pengungsian;

pembersihan lingkungan perumahan vang terkena bencana
alam;

rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan vang
terkena bencana alam; dan

sarana prasarana untuk penanggulangan bencana vang

lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa.

B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

I} Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial
Dasar

a)

pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,

antara lain:

1. penyediaan air bersih;

2. pelayanan kesehatan lingkungan;

3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah
penyakit seperti penyakit menular, penyvakit seksual,
HIV/AIDE, taberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus
dan gangguan jiwa;



I

|

11

12,
13.

14.
15,

16.

[MiNuT PERATURAN
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. bantuan insentil untuk kader kesehatan masyarakat;
. pemantauvan pertumbuhan dan penyediaan makanan

sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak
sekolah;

kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk
ibu hamil, nifas dan menyusui;

. pengobatan untuk lansia;
10,

keluarga berencana;

. pengelolaan  kegiatan rehabilitasi bagi  penyandang

disabilitas;

pelatithan kader kesehatan masyarakat,;

pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak
dan perlindungan Anak;

pelatihan pangan vang sehat dan aman;

pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan
aman; dan

kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat
Desa  lainnya yang secsuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyvawarah
Desa,

by pengelolaan kegiatan  pelayanan  pendidikan dan
kebudayaan antara lain:

NO R LN

., bantuan insentif guru PAUD,;
. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

penyelenggaraan pelatihan kerja;

penyelengaraan kursus seni budaya;

bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

kegiatan pengelolaan  pendidikan dan  kebudayaan
lainnya yang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

2] Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan
teknis dan sumber daya lokal vang tersedia
a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain;

1.
2.
3.

pengelolaan sampah berskala ramah tangga;
pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

I,

2.
3.

pengelolaan terminal Desa;

pengelolaan tambatan perahu; dan
pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa vang diputuskan dalam musyvawarah
Desa.
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¢) pengembangan energi terbarukan, antara lain:

. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

pembuatan bicethanol dari ubi kayu;

pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

. Pengembangan energl terbarukan lainnya yvang sesuai
dengan  kewenangan Desa dan  diputuskan dalam
musyawarah Desa.

20 S

d} pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

sistem informasi Desa;

koran Desa;

wehsite Desa;

radio komunitas; dan

pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang
sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyvawarah Desa.
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3] pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana
dan prasarana ckonomi
a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan
pangan dan wusaha pertanian vang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/fatau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:
pembibitan tanaman pangan;
pembibitan tanaman keras;
pengadaan pupuk;
pembenihan ikan air tawar;
pengelolaan usaha hutan Desa;
pengelolaan usaha hutan sosial;
pengadaan bibit/induk ternak;
inseminasi buatan;
pengadaan pakan ternak; dan
. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya vang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.
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b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk
ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk ungpualan
desa danj/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:

. tepung tapioka;

. kerupuk:

. keripik jamur,

. Keripik jagung;

. ikan asin;

. abon sapi;

. Susu sapi;

. kopi;

. coklat;

WO B =T DN b R e
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10. karet; dan

11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa,

c) pengelolaan usaha jasa dan industn kedl yvang difokuskan
kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain;

meubelair kayu dan rotan,

alat-alat rumah tangga,

pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan,

kain tenun;

kain batik;

bengkel kendaraan bermotor,;

pedagang di pasar;

pedagang pengepul;dan

pengelolaan jasa dan industrt kecil lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyvawarah Desa,

-
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d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau

BUMDesa Bersama, antara laimn:

1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;

2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama;

3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama;dan

4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUM
Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan
Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

¢} pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama vyang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

pengelolaan hutan Desa;

pengelolaan hutan Adat;

industri air minum;

industr pariwisata Desa;

indusiri pengolahan ikan; dan

produk unggulan lainnya wvang sesuai dengan

kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

S

f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa
Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha
layanan jasa, antara lain:

1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana
olahraga;

2. pengadaan dan penvewaan alat transportasi;

3. pengadaan dan penvewaan peralatan pesta; dan

4. pengadaan atau pembangunan sarana  prasarana
lainnya yang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyvawarah Desa.
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g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat dan/atau koperasi yvang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:

1. hutan kemasvarakatan;

. hutan tanaman rakyat;

kemitraan kehutanan;

pembentukan usaha ekonomi masyarakart;

pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil

dan/atau industri rumahan,

bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran

untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi
lainnya vang sesual dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyvawarah Desa.
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h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan
ekonomi wvang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. sosialisasi TTG;

2. pos pelavanan teknologi Desa [Posyantekdes);

3. percontohan  TTG untuk  produksi  pertanian,
pengembangan sumber energi perDesaan,
pengembangan sarana transportasi dan komunikasi
serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan

4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang
sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa,

i} pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara
lain:

1. penyediaan informasi harga/ pasar;

pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi

masyarakat dan/atau koperasi;

kerjasama perdagangan antar Desa;

kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

pengelolaan pemasaran lainnya yang sesual dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah

Desa.

B
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4) penguatan  dan fasilitasi  masyarakat Desa dalam
kesiapsiagaan menghadap tanggap dararat bencana seria
kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a] penvediaan lavanan informasi tentang bencana;
b) pelauhan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana;

¢} pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
dan
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d} penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai
dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam
musvawarah Desa.

5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
a) permnbibitan pohon langka;
b) reboisasi;
c) rehabilitasi lahan gambut;
d) pembersihan daerah aliran sungai;
e] pemeliharaan hutan bakau;
f) perlindungan terumbu karang; dan
g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yvang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6) Pemberdayaan masyvarakat Desa untuk memperkuat tata
kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola
oleh Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem informasi Desa (S1D);
2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau
balai rakvat; dan
3. kegiatan lainnva yvang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) mengembangkan program dan kKegiatan pembangunan
Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di
Desa, antara lain:

1. penyusunan arah pengembangan Desa;

2. penyusunan rancangan program | kegiatan
pembangunan Desa yvang berkelanjutan; dan

3. kegiatan lainnya yang sesual kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuail dengan
prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
1. pendataan potensi dan aset Desa:
2. penyusunan profil Desa/data Desa;
3. penyusunan peta aset Desa; dan
4. kegiatan lainnva vang sesuai kewenangan Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

d) menyusun perencanaan dan penganggaran vang berpihak
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:

1. sosialisasi penggunaan dana Desa;

2. penvelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,
warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok
marginal;

3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

4. Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial [Puskessos)
ditingkat desa;
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5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
vang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas
dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat Desa, antara lain:

1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset
Desa berbasis data digital;

2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang
terbuka untuk publik;

3. pengembangan sistem  informasi Desa yang berbasis
masyarakat; dan

4, kegiatan lainnya yvang sesuai dengan kewenangan Desa
vang diputuskan dalam musyawarah Desa.

fi mendorong partisipasi masyvarakat dalam penyusunan
kebijakan Desa yang dilakulkan melalui musyawarah Desa,
antara lain :

1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa
perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam
Musyawarah Desa;

2. penvelenggaraan musyawarah Desa; dan

3. kegiatan lainnva yang sesuai dengan kewenangan Desa
vang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g) melakukan pendampingan masyvarakat Desa melalui
pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan
masyarakat Desa vang diselenggarakan di Desa.,

h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas
sumber dava manusia masyarakat Desa untuk
pengembangan  Kesejahteraan Ekonomi Desa  yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan,
industri kecil dan perdagangan;

2. pelatihan teknologi tepat guna;

3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa
sesuai kondisi Desa; dan

4. kegiatan  peningkatan kapasitas lainnya untuk
mendukung pembentukan dan pengembangan produk
unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan
perdesaan vang sesuai dengan kewenangan Desa dan
diputuskan dalam musyawarah Desa,

1) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang
dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara
lain:

1. pemantauan berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas:
3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
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pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa
untuk penyelesaian masalah secara mandiri cleh Desa;
pengembangan kapasitas paralegal Desa;

penyelenggaraan musyawarah Desa untuk
pertanggungjawaban dan serah terima hasil
pembangunan Desa; dan

. kegiatan lainnya vang sesuai dengan kewenangan Desa

vang diputuskan dalam musyawarah Desa,
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